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ABSTRACT 

 

SUGENG SANTOSO. Implementation of Local  Regulations Number 7 of 2010 on Local 

Taxes in Supporting Regional Autonomy In South Tangerang City 

 

 Regional tax is one important source of revenue to fund the implementation of 

regional government to establish a broad regional autonomy, real and responsible. 

 Tax role in supporting the development of regional autonomy is seen in every 

project of the government has always touted that the project is constructed were funded 

by taxes collected from the community. 

 Thus it is important discussion about how the role of regional taxes in support of 

regional autonomy, especially in South Tangerang, Banten Province . 

 This thesis attempts to answer the above problems through empirical methods to 

examine the normative approach of synchronization and consistency of regulations on 

regional taxation (Act, Rules and Regulations Regional Government), 

 Further constraints faced by the regional tax collection, as well as the role of 

regional tax themselves to the implementation of development in the region in support 

of regional autonomy. 

 For the Government of South Tangerang City needs to revise the Regulation on 

Regional taxes, so this will affect the increased revenue derived from regional tax sector 

in the implementation of regional autonomy. 

Key words: Regional Taxes, Regional Development, Regional Autonomy 
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ABSTRAK 

 

SUGENG SANTOSO. IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG 

PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA 

TANGERANG SELATAN 

 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

 Peran pajak dalam pembangunan dalam menunjang otonomi daerah terlihat 

dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek 

yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. 

 Dengan demikian perlu kiranya dibahas mengenai bagaimana peran pajak daerah 

dalam menunjang otonomi daerah, khususnya di Kota Tangerang Selatan Provinsi 

Banten.. 

 Tesis ini mencoba menjawab permasalahan di atas melalui metode pendekatan 

normatif empiris dengan meneliti mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan 

perundang-undangan tentang pajak daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Daerah), 

 Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah, 

serta peran pajak daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dalam 

menunjang otonomi daerah. 

 Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan revisi 

terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, sehingga hal ini akan berdampak 

meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Kata kunci : Pajak Daerah, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah.  
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